
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KXMARITIMAN DAN SUMBER DAYA AI.Iq.M

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAJELIS WALI AMANAT

DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CILVATE CHANGE TRUST TAND OCCIf)

KEMXN'ITRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,.

NOMOR Kf,P. 01 /D3/ 07 / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

SATUAN KIRJA MAJELIS WALI AMANAT

DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESLA CLI,YUTE CHANGE TRUST ruND QCCIN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
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DEPUTI BIDANG KXMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,

Meninrban.g bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Penrban5prnan Nasional/Kepala Badan Pereucattaan

Penrbarrgunan Nasional Nomor KEP.

KEP.95/M.PPN/ HK/ 08/ 2077 terltang 'PelrSangkatan Pejabat

Penanda TanSan DIPA/Pejabat Kuasa PenSSuna AnSSaran

Majelis Wali Arnanat Dana Perwaliatr Perubahan lklint

lndonesia/ Indonesia Clinnte Change Ttust Fund (lCCTl)

Kenrentelian Perencanaan Perrtbatrgunatr Nasional/Badan

Perencallaan Pembar.rS;unan Nasioual;
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Ir bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Penrbar.rgunan Nasional/Kepala Badan Petencanaan

Pembangunan Nasional Nonlor KEP.

KEP.95/M.PPN/HK/ 08/ 2017 tentang PenSanSkatan Pejabat

Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Penggun a Anggaran

Majelis Wali Anranat Dana Perwalian Perubahan Iklinr

lndonesia/ Ittdotrcsia Clinate Change Trust fimd (lCClF)

Kernentelian Perellcanaan Penrbarrgunan Nasional/Badan

Perencar.nan Perlbangunan Nasional;

bahwa untuk nrendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Majelis Wali Anranat Dana Perwaliarr

Perrrbahan lklinr Indonesia / Indonesia Climate Change Trust

Fund (ICCTF) Kenlerlterian Perencanaan Penrbangunan

Nasiorral/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Kerneutelian PPN/Bappenas) telah ditetapkan DIPA atau

dokunren an4gar an lainnya;

bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dar"l

allggararl dapat berjalan dengarr larrcar, el'ektif, dan etisien

perlu ditetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Menrbayar' (PPSPM) Satuar-r Kerja Majelis Wali Anranal Dana

Perwaliarr Perubahan lklirn Indonesia / Indonesia Clinate

Change Trust fund (ICCTF) Kententerian Perencanaall

Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Peutbangunan

Nasional;

bahwa pegawai yanS nanunya tercantunl dalant Keputusan

ini tlianggap nrarrrpu dan nrentenuhi persyaratan untuk

duduk rlan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanda

Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Ketja

Majelis Wali Antanat Daru Perwalian Perubahan lklinr

lndonesia/ Indotrcsia Cfimate Change Trust fund (lCCTf)

Kenlenterian PeLencanaatr Pentbattgunan Nasional/Badan

Perellcanaan Penrbaugutran Nasiorral;
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Mengingat : I Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2079 tentang Angg ran

Pendapatan dan Belanja Negarz Tahun Anggaran 2020

(lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor

198, Tanrbahan [,enrbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6410);

Peratumn Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentanr Tata

Cara Pelaksanaan An88aran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2015 tentang

Kementelian PeLencanaan Per.nbangunan Nasional;

Peratumn Presiden Norrror 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Penrbangurran Nasional sebagair.nana telah

riiubah dengan Pel'aturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nonror 16 Tahun 2078 tentang

Pengadaarr Barang/ Jasa Penrelintah;

Pe|aturan Presiden Nolllor 67 Tahun 2O19 tentang Penataan

Tugas dan Fungsi Kerrrenterian Negara Kabinet Indonesia

Maju 2019-2024;

Peraturan Presiden Noruor' 68 Tahtn 2O19 tentang

Organisasi Kenrerlterian NeSara;

Peraturan Menteri KeuanSan Nomor 190/PMK.O5/2O72

tentarl8 Tata Cara Pembayat an dalant rungka

Pelaksanaan An88aran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagarntana telah diubah denSan Peraturzn Menteri

KeuarlSarl Nomor 178IPMK.O5/2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

19O/PMK.O5/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalarrt

rangka Pelaksanaan Arlg8aran Pendapatan dan Belanja

Negara;
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Menetapkarl

9. Peratl"rran Menteri Pelencanaan Per.nbangunan

Nasional/Badan Pererrcanaan Pembangunan Nasional

Nonror 12 Tahun 2018 tentatlg Perubahan Kedua Atas

Keputusan Menteri Perencanaan Penrbangunan Nasional

Nomor 3 Tahun 2018 terltang tentang Pembentukan

Iembaga Wali Antanat Dana Perwalian Perubahan Iklim

Indonesia/ Indonesia Clinate Change Trust Fund,

10. Peratulan Menteri Perencanaan Penrbangunan

Nasional/Kepala Badatr Perencan an Pentbangunan Nasional

Nonror 5 Tahun 2016 telltang Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Perrrantauan dan Evaluasi Kegiatan dan

AnSSaran;

1 1. Keputusall Merrteri Perencanaan Pembangurran

Nasional/Kepala Badan Perencanaatl Pembangunan Nasional

Nonror KEP.1 I 1/M.PPN/HK/09/2OlA tentanS Pembentukan

Majelis Wali Anunat Dana Perwalian Perubahan Iklim

Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Funf

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KIMARITIMAN DAN SUMBER

DAYA ALAM SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT DANA

PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA,/1ADOAff'4

CIIfuATE CHANGE TRUST FUND (ICCII) KEMENTERIAN

PEFJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PEFJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. TTNTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH

MEMBAYAR SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA

PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ZADOA'trJ'4

CLIfuIATT CHANGE TRUST FUND (ICC[F) KEMENTERIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA: .
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PERTAMA : Mengangkat:

Nama

NIP

sebagai

Siswandi, SE, QIA

19720406 199202 1 001

Pejabat Penandatan8an Surat Perintah

Menrbayar (PPSPM) pada Satuan Kerja

Majelis Wali Amanat Dana Perwalian

Perubalran lklim Indonesia / Indonesia

Clinnte Change Trust Fund (ICCTF)

Kenrenterian PPN/Bappenas

Pejabat PenandatarlSan Surat Perintah Per.nbayaran (PPSPM) wajib

melakukan pengujian telhadap Surat Perr.nintaan Pembayaran

(SPP) yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-

kelengkapan yang telah dipersyarztkan sesuai dengan ketentuarl

dan atrran yang berlaku.

Dalam melakukan pengujian lagrhan dan menerbitkan SPM,

Pejabat PenandatanSan Surat Perintah Pembayaran memiliki tugas

dan wewenang sebagai berikut:

a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengenrbalikan SPP, apabila SPP tidak

mer.uenuhi persyal atan untuk dibayarkan;

c. rnerrrbebankan tagihan pacla ntata an&gatan yang telah

disediakan;

d. menerbitkau SPM;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak

taglh;

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah

pembayaran kepada KPA; dan

g. melaksanakan tuSas dan wewenanS lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusatt ini

dicantumkan tanda lan8.an serta paraf pejabal yang bersangkutan,

dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah,

apablla tidak sesuai derlSan yalrS tercantum dalam Lanrpirart

Keputusan ini.

KEDI IA

K}t't't(iA

K UUI\4 PA1'

KELIMA:
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KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatan% 1 2 Januari 2020

DEPUTI BIDANG KXMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SELAKU PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA,/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CIIfuATE CHANGE TRUST ruND QCCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

0--

Tenrbusan Keputllsan ini disampaikan kepada Yth

1. Ketua Badan Perneriks a Keuanganl

2. Sekretaris Kenrenterian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

3. Direktur Jenderal Anggaran, Kenlenterian Keuangan;

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuanganl

5. Inspektur Utama,, Bappenas;

6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi danTatalaksana, Kementerian

PPN/Bappenas;

7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Yang bersangkutan.

ARIFIN RUDIYANTO



LA"MPIRAN

KePUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

DAN SUMBER DAYA ALAM

NOMORKEP. 01 / D3 /Ot/2020
TANGGAL 2 JANUARI 2O2O

TANDA TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

PADA SATUAN KERJA

MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESA CIIfuIATE CTTANGE TR UST N]ND (ICCTI')

KEMNNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DEPI.ITI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALA"M

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA,/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAJETIS WAI,I AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLM INDONESIA/

INDONIESL  CLLI/A 7E CIIANGE TR UST FUND (tCCfF)

KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Nama{abatan Tanda Tangan Pa,*af

Siswandi, SE, QIA
NIP 19720406 799202 1007

Pejabat PenandatarlSarl Surat Perintah

Membayar (PPSPM) pada Satuan Ke{a
Majelis Wali Anunat Dana Perwalianr,
Perubahan Ikiinr Indonesia / lndoney'a

Clinate Change n'ust fiutd UCITF)
Kenrenterian PPN/Bappenas
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